PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN

2014 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Menimbang

Mengingat

1.

BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

bahwa dalam rangka harmonisasi dan penyelarasan pola
hubungan kerja dan jalur koordinasi organisasi perangkat
daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya
pembentukan/perubahan organisasi perangkat daerah,
perlu merubah Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Bontang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang
Nomor 7 tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja dan
Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



y

Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008

tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR
KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 7

. tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 7),

diubah sebagai berikut:

'

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat

kecamatan.
(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

(3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Camat.



2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
Lampiran [ Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana

Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA BONTANG,

M F T

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG
/
SY JUDIN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 35




Lampiran [ Peraturan Walikota Bontang

Nomor 35 Tahun 2015
Tanggal 18 Juni 2015
Tentang

PEMERINTAH KOTA BONTANG

POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

POLA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(pelaksana per UU) (unsur pelaksana)

KECAMATAN

KELURAHAN

Keterangan :
Kab / Kota
—_— Garis Komando

Garis Koordinasi

Garis Pertanggungjawaban

(BADAN, KANTOR, RSD)

{unsur penunjang)

WALIKOTA
______________ DPRD
WAKIL
N S s e SETDA A e A
|
|
STAF AHLI 1
(Unsur Staf) :
|
|
|
|
|
|
|
INSPEKTORAT BAPPEDA |
|
(unsur pengawas) {unsur perencana) :
|
|
I
I
I
I
I
LEMBAGA LAIN DINAS DAERAH LTD SET DPRD

{unsur pelayanan)

WALIKOTA BONTANG,

.. Y5

ADI DARMA



Lampiran Il

;35 Tahun 2015

Nomor
Tanggal 18 Juni 2015
Tentang

Peraturan Walikota Bontang

PEMERINTAH KOTA BONTANG

POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

JALUR KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

WALIKOTA BONTANG

WAKIL WALIKOTA BONTANG

I L

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF :

1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
2. BAGIAN HUKUM
3. BAGIAN ORGANISASI

'UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL :

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2. KECAMATAN

3. KELURAHAN

UNSUR PENUNJANG :

SEKRETARIAT DPRD

1

2. BADAN KESBANGPOL

3. INSPEKTORAT

4. KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. SATPOL PP

6

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI
PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

e B

-
i

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF :

1. BAGIAN SOSIAL DAN EKONOMI
2. BAGIAN EVALUASI PEMBANGUNAN

UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL :

DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN

DINAS PERINDAGKOP & UMKM

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DINAS TATA RUANG

10. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
11. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

N LN =

)

0 o

UNSUR PENUNJANG :

1. BAPPEDA

2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3. BADAN PELAYANAN PERLJIINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

4. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

5. RSUD TAMAN HUSADA

6. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP
DAN DOKUMENTASI

7. KANTOR KETAHANAN PANGAN

STAF AHLI
WALIKOTA

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF :

1. BAGIAN TATA USAHA
2. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
3. BAGIAN UMUM

|UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL :

1. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

|UNSUR PENUNJANG :

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2. SEKRETARIAT KORPRI

WALIKOTA BONTANG,

L

ADI DARMA




